
BUPATI BARITO SELATAN

PROVINSI KALiMAN'IAN TBNGAH

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR ! TAHUN 2015

TENTANG

PERJALANAN DINAS BAGI PtrJABAT NEGARA, FIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PtrRWAKILAN RAi{YAT DAER.AI{, PEJABAT/

PEGAWAI NEGER] SIPIL, PEGAWAI TIDAK TBTAP, TBNAGA KONTMK,
PENGURUS DAN ANGGOTA TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN

KtrSEJAHTERAAN KELUARGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAII
KABUPATtrN BARITO SELATAN

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

: a. bahu,a dalam rangka tertib administrasi,
transparansi dan bertanggungjau.ab pelaksanaan
tugas pemerintah, pembangunan dan pelayanan
kepada masyarakat, kepada Pejabat Negara,
Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat/Pegawai
Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap, Pengurus
dan Arrggota TP-PKK di Lingkungan Pemerintah
Kabuparen Barito Selatan yang melaksanakan
tugas dalam daerah, luar daerah dan luar negeri,
perlu mengatur kembali ketentuan mengenai
Perjalanan Dinas; \1,

b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Mentteri
Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2Al4 tehtang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Beianja Daerah Tahun Anggaran 2015, maka
perlu adanya penyesuaian terhadap ketertuan
pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri;

c. bahwa Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 6
Tahun 2AW tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Barito Selatern Nomor 1 Tahun
2013 tentang Perjalanan Dinas Bagi pej:rbat
Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan per-wakilan
Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegau,ai
Tidak Tetap, Tenaga Kontrak, Pemberdayaan Dan
Kesejahteraan Keluarga di Li-^rgkungan
Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, perlu
menyesuaikan dengan ketentuan serta
perkernbangan kondisi perekonomian clalam
negeri sehingga perlu diganti;
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bahwa berd.asarkan pertimbangan sebagaimana

d.imaksud pada huruf a, b dan c di atas, perlu

d.iatur dengan Peraturan Bupati Barito Selatan'

Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
pembentukan l)aerah Tingkat II di Kalirnantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
iqSg Nornor 72, Tambahan Lembran Negara

Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuanfan Negara (Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 , Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a286) ;

Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 nomor
5,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tcntang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tangung Jawab
keuangan Negara (Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 66, Tamt-rahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor
aaoQ;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2AA4 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah trusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor aa38);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201i tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2AO4 Nomor S2,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 523a|;

Mengigat : 1.
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2A14 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia, Nomor
5587);

Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia a378|;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2AAT
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintahan Daeralr Provinsi,
Pemerintahan Daerah Kabupaten I kata
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO7 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia a7 37),;

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2AO7
tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2AA7 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Nomor 4738 );

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
20 10 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 5165);

12. Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Penge.tolaan Keuangan
Daerah, sebagaimana telah diuuah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Daiam Negeri
Nomor 21 Tahun 2O11 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No:nor 13
Tahun 2AA6 tentang Pedoman Pengeloiaan
Keuangan Daerah;

10.
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun
2O1.). tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar
Negeri Bagi Pejabat/Pegawzri Di Lingkr-rngan
Kementrian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah,
Dan Pimpinan Serta Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 'lahun
2Ol4 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 32);

Peraturan Menteri Keuangan lt{omor
53/PMK. 02l2AA tentang Standar Biaya
Masukan Tahun Anggaran 2015;

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan
Nomor 18 Tahun 2AO8 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (L,embaran Daerah
Kabupaten Barito Seiatan Tahun 2008 Nomor 18);

Menetapkan

MPMUTUSI(AN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS
BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEJABAT /
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGI'WAI TiDAK
TETAP, TENAGA KONTRAK, PENGURUS DAN
ANGGOTA TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESE.IAHTERAAN KELUARGA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARiTO SELATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Daerah Kabupaten Barito Selatan;
Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Llnslrr perangkat daerah
sebagai Peyelenggara Pemerintah Daerah
Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan;
Menteri adalah Menteri Daiam Negeri Republik Indonesia.
Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam
Negeri.

6. Kepala Fusat AKLN adalah Kepala Pusat Administrasi Kerjasama
Luar Negeri Sekretariat .Jenderal Kementerian Dalarn Negeri.

13.
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Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya d.isingkat PNS, adalah setiap

*"?g, ,r*grL Republik Indonesia yang telair memenuhi syarat yang

ditentukan, diJ;k"a oleh pejabat V".g berwenang dan diserahi

tugas daiam ".rit, 
jabatan _negara atau diserahi tugas negara

i;;;y", dan dig"j; b..d,""!an peraturan perundang-undangan

yang beriaku.p#;;"i N"ggr-, sipil "arurr 
Aparatur sipil Negara di

"t iniX.tt grrt pem-erintah Kabupaten Barito Selatan

pegawai Tidak Tetap selanjutnya disingkat PTT ada.tah Pegawai yang

diangkat *"urr*i' d..rg.rr- golongan pengangkatan untuk jangka

waktu tertentu *"i me'iat<sanakan tugas pemerintahan .dan
pembangunan y;t bersifat teknis rrofesiglal dan administrasi

sesuai kebutuiian 
-d*r, kemampuan organlsasi dalam kerangka

sistemkepegawaian'yangtidakberkedudukansebagaiPegawai
l{egeri SiPil.

10.

Tenaga Kontrak adaiah tenaga yang diangkat untuk jangka waktu

tertentu guna melaksanakan 
-tugas 

pemerintahan berdasarkan

Surat perfanjian Kerja a,tara tenlga yang bersangkutan dengan

Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran;

pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

setanjutnya disingkaf-fimpinan dan Anggota DPRD adaiah Ketua

dan wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Ralcyat Daerah

Kabupaten Barito Selatan;

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya

disingkat PKK adalah seluruh jajaran dalam Pengurus Tim

Penggerak PKK Kabupaten Barito Selatan'

perjalanan Dinas adalah Perjalanan Dinas yang dilakukan. oleh

fejawai Negeri Sipil atau Pegawai Tidak Tetap, atau Pejabat iainnya
yaig disamikan baik secara perorangan maupun secara bersamaan

.i".it"*pat kedudukan ketempat yang dituju;

perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah Perjalanan Dinas Keluar
Terirpat kedudukan d.engan tujuan ke kecailatan / desa I
keluiahan yang ada. dalam Daerah Kabupaten Barito Selatan, yang
jaraknya 

""kutu.t 
g kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas

kilometer dari batas kedudukan;

Peja-lanan Dinas Luar Daerah adalah Perjalanan Dinas ke luar
teirpat kedudukan dengan tujuan daerah provinsi I kabupaten I
kota diluar wiiayah Kabupaten Barito Selatan;

Surat Permohonan lzin Perjaianan Dinas ke Luar Negeri, yang
selanjutnya disebut surat permohonan, ada'lah surat permohonan
izin perJaJa,nan dinas ke luar negeri bagi pejabatlpegawai negeri
sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Barito Selatan dan
pimpinan serta anggota DPRD, Pengurus dan anggota Tim
Penggerak PKK Kabupaten Barito Selatan

Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang di berikan hak,
wewenang dan tanggungiawab datam jabatan sesuai ketentuan
peraturan Perundang - Undangan;

11.
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pengendalian Perjalanan Dinas adalah upaya yang dilakuk.rn oleh

fejaUat yang beri"enang mengeluarkan Perintah Perjalanan f)inas

aiam.arrgtl efisiensi dan efektivitas belanja Perjalanan Dinas;

Izin Pemerintah adalah izin Presiden atau Pejabat yang ditunjuk
oleh Presiden terkait perjalanan dinas ke luar negeri'

Paspor dalam rangka perjalanan d'inas ke luar negeri' yang

selanjutnya d.isebut 
"pu.spor, 

Ladu"t dokumen yang diberikan l<epada

pejabat/pegawai tlngkungan pemerintah Kabupaten Barito Selatan'

biLpi.rr.r/Anggota SpnCx^b,paten dan TP-KPP yang berangkat ke

tuar negeri -Jalara rangka tugas resmi yang tioak bersifat

diplomatik.

Exit permit adalah tanda pengesahan berup_a cap resmi untuk
meninggalkan suatu negara yang tercantum dalam paspor dinas.

Visa adalah dokumen pemberian iztn masuk ke suatu negara dalam

suatu periode waktu dan tujuan tertentu yang dikeluarkan oleh

kedutaan negara bersangkutan.

At Cost ( Biaya Riil ) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan

bukti Peraturan Yang sah; v
23. Lumpsum adalah uang yang dibayar sekaligus untuk semua btaya; v

24. Perhitungan rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang
dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang

berlaku;

Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya di sebut SPD adalah Surat
Perintah kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil Pegawai Tidak
Tetap, Pimpinan serta Anggota DPRD, Pengurus dan Anggota Tim
Penggerak PKK Kabupaten Barito Selatan untuk Melaksanakan
Perjalanan Dinas;

Wilayah Jabatan adalah wilayah kerja da1am menjalankan tugas;

Tempat kedudukan adalah tempat / kota kantot I satuan kerja
berada;

Tempat bertolak adalah tempat I kota melanjutkan Perjalanan
Dinas ketempat tujuan;

Tempat tujuan adalah tempat I Kota yang menjadi tujuan
Perjalanan Dinas;

25.

30. Detasering adalah Penugasan sementara waktu.

BAB iI

PRINSIP PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu

Pasal 2

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebag.ri
berikut:

22.

26.

27.

28.

29.
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(1) Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan
prioritas yang berkaitan dengan penyeienggaraan pemerintahan;

Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja
SKPD;

Efi.siensi penggunaan belanja daerah.

Akrrntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas
dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas.

BAB III

KEWENANGAN DAN TATA CARA PERJALANAN DiNAS

Pasal 3

(1) Perintah Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pejabat / Pegawai
Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap harus memperhatikan hal-hal
sebagai berikut :

a. Perintah Perjalanan Dinas hanya diberikan oleh Pejabat yang
berwenang dalam wilayah jabatannya.

b. Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud huruf a adalah
Kepala Bagi pegawai yang melaltsanakan perjalanan dinas'

c. Kepala SKPD selaku PA dapat membe:i mandat kepada KPA untuk
menandatangani SFrI I SPD

(2) Bupati berwenang menandatangani SPT/SPD untrr.k Bupati, Wakil
Bupati, Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan, Staf Ahli Bupati
Barito Selatan, Kepala SKPD, Asisten Sekretaris Daerah dan Ketua
TP- PKK untuk luar daerah, sedangkan untuk pedalanan dinas
dalam daerah ditandatangani oleh kepala SKPD atau pendeiegasian
kepada Pejabat tertentu pada masing - masing SKPD dan untuk TP-
PKK ditandatangani oleh Ketua TP-PKK.

(3) Dalam hal Bupati berhaiangan atau tidak berada di ternpat, maka
penandatanganan SPTISPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2\

ditandatangani oieh Wrlkil Bupati.
(a) Apabila Bupati dan Wakil Bupati berhalangan maka Sekretaris

Daerah berwenang menandatangani SPT/SPD sebagaimana
dimaksud ayat (2).

(5) Ketua DPRD berwenang menandatangani SPT untuk Ketua, Wakil
Ketua dan Anggota DPRD sesuai ketentuan Peraturan Perundang -
undangan, sedangkan untuk SPD ditandatangani oleh Sekretaris
Dewan Perwakilan Rai<y-at Daerah

(6) Dalam hai Ketua DPRD berhalangan atau tidak berada ditempat
maka Wakil Ketua DPRD berwenang menandatangani SPT Anggota
DPRD.
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{7) Wakil Ketua DPRD berwenang menandatangani SPT anggota DPRD,
apabila memang ada kesepakatan pimpinan DPRD atau pelimpahan
wewenang dari Ketua DPRD'

Pasal 4

(1) Khusus untuk camat, SPT/ SPD dalam daerah dalam wilayah
kecamatannya dapat langsung ditandatangani oieh camat yang

bersangkutan dengan memperhatikan ketentuan sebaga"imana

pasal 2

t2\ Format Strrat Perintah Tugas (SPT) sebagaimana tercantum dalam
Lamplran f Peraturan Bupati ini.

(3) Format Surat Perjalanan Dinas (SPD) sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Il Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tata Cara Perjalanan Dinas

Pasal 5

Untuk dapat melakukan Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pimpinan dan
Anggcita DPRD dan Pejabat / Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak
Tetap, Tenaga Kontrak, Pengurus dan Anggota Tim Penggerak
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dilingkungannya harus
diterbitkan SPT dan SPD oleh Pejabat yang berwenang sebagaimana
dimaksud pada Pasal 3 dratas

Pasal 6

(1) Sm dan SPD merupakan bukti, pelaporan sekaligus sebagai
pertanggung jawaban pelaksanaan Perjalanan Dinas oleh Pejabat I
PNS dan Pegawai Tidak Tetap dilingkungannya.

(2) Dalam SPT/SPD tidak di'oenarkan adanya Coretanf Perubahan atau
Cacat dalam penulisan akan tetapi hal tersebut dapat dibenarkan
apabiia telah dibubuhi tanda paraf dari pejabat yang berwenang.

(3) Perhitungan besar biaya Perjalanan Dinas dicatat secara rinci.

(+) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dicatat pada K'*,itansi yang
dilampiri SPT dan SPD dengan diLrubuhi tanda tangan pemegang
kas serta tanda tangan Pejabat / Pegawai Negeri Sipii yang akan
melaksanakan Pej alanan Dinas.

(5) Pada SPT dan SPD dicatat :

a. Tanggal berangkat dari tempat kedudukan / tempat berada dan
ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang/Pejabat iain yang
ditunjuk;
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b. Tanggal tiba dan berangkat di I dari tempat tujuan dan
ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang I Pejabat lain yang

ditunjuk;
c. Tanggai tiba kembali di tempat kedudukan da'r ditandatangani

Pejabat yang berwenang / Pejabat lain yang ditunjuk.

(6) Dalam situasi tertentu Surat Perintah Perjalanan Dinas d:rpat

ditandatangani pada hari libur / tidak masuk kerja oleh Pejabat

yang berwenang / Pejabat lain yang ditunjuk'

{7) Selambat-lambatnya 14 hari keq'a setelah Perjalanan Dinas

berakhir, sPD yang telah dibubuhi tanggai tiba kembali dan
ditandatangani Pejabat yarlg berwenang / pejabat iain yang
ditr.rnjuk.

Pada saat penyerahan SPD sebagaimana dimaksud ayat {7)
dilakukan perhitungan kembali dan penyelesaian apabila terdapat
kekurangan / kelebihan biaya Perjalanan Dinas dari yang telah
dibayar semula Perhitungan kembali dituangkan dalam bentuk
perhitungan SPD rampung.

Pada dasarnya pertangungjawaban mengenai Perjalanan Dinas yang
telah dibayar dibatasi hingga pada pembuktian bahwa Perjalanan
Dinas dimaksud benar-benar telah dilaksanakan dengan tujuan
serta waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 7

(1) Bagi Pejabat / PNS yang melaksa"nakan Perjalanan Dinas
didampingi oleh pengikut, kepadanya diberika-n Lumpsum tanpa
biaya transport.

(2| Pengikut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pegawai
Tidak Tetap dan Tenaga Kontrak.

(e)

(3) Besaran Lumpsum diberikan
dimaksud pada ayat (1) tersebut
rnenurut golongan perjalanan
diperhitungkan per-hari sesuai
Dinas.

kepada pengikut sebagaimana
diatas, disesuaikan dengan tingkat
dan status kepegawaian, dan

lamanya pelaksanaan Perjaianan

{4) Pejabat / PNS yang melaksanakan Perjalanan Dinas dapat
mengikutsertakan Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh
Kelembagaan Adat, Kepala Desa, Ketua BpD, perangkat Desa dan
Anggota BPD yang hanya diberikan bantuan transport.
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Pasal 8

Khusus Perjalanan Dalam Kota Buntok (Kelurahan Buntok Kota,
Hilir Sper, Jalapat , Desa Pamait, dan Sababilah ) Pejabat pada

Badan i Dinas I Kantot lrJntt Kerja tidak diperkenankan memberi
SPD melainkan hanya dalam bentuk SPT (Surat Perintah Tugas).

Pejalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
keperluan mengantar surat / laporan, acara pembukaan dan
sejenisnya dan tidak bersifat rutin sepanjang tidak tersedia
kendaraan dinas yang bersangkutan.

Sebagai akibat penerbitan SPT sebagaimana ayat (2) tersebut
diatas, Kepada Pejabat I PNS melaksanakan tugas yang dimaksud
diberikan dana bantuan biaya transport tanpa Lumpsum.

Besaran biaya transport sebagaimana ayat (3) tersebut diatas
disesuaikan dengan tingkat kemahalan dan jarak yang akan
ditempuh.

Pe4'alanan Dinas selain tujuan sebagaimana ayat (1) tersebut
diatas, berlaku sama dengan wilayah Kecamatan lainya dalam
Wilayah Kabupaten Barito Selatan.

Pasal 9

Demi terciptanya tertib Perjalanan Dinas, agax Pejabat yang
berwenang dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Seiatan
mempedomani Peraturan Bupati ini.

Untuk menghindari pembengkakan biaya perjalanan Pejabat yang
berwenang dalam penerbitan sPT dan sPD agar senantiasa
memperhatikan jarak terdekat dari tempat kedudukan ketempat
tujuan.

Perjalanan Dinas mengunakan carter alat angkut hanya
diperuntukan bagi Bupati, Wakil Bupati, PimpinanlAnggota DPRD
dan setingkat Pejabat Eselon II serta Ketua Tp-pKK yang tidak
memiliki kendaraan Dinas Operasional.

Selain Pejabat sebagaimana dimaksud ayat (3) tersebut tliates,
penggunaan alat angkut da-lam pelaksanaan Perjalanan Dinas
ditetapkan mengikuti pola tarif perorangan yang berlaku secara
um1_tm-

tq

t4)
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(5) Khusus perjalanan dinas dalam daerah bagi selain pejabat
sebagaimana dimaksud pasal (3) dengan tujuan daerah tertentu
yang tidak ada sarana transportasi umum (taksi darat dan air) yang
mengharuskan bersangkutan untuk carter dapat diperbolehkan
selama yang bersangkutan dapat menyediakan bukti pembayaran
yang dapat diyakini kebenarannya.

BAB IV

JENIS DAN TINGKATAN PE.JALANAN DINAS

Pasai 10

Pe{alanan Dinas meliputi :

a. Perjalanan Dinas Jabatan.
b. Perjaianan Dinas Pindah.
c. Perjalanan Dinas Lr_rar Negeri

Pasal 1 1

Pedalanan Dinas Jabatan merupakan perjalanan Dinas dari tempat
kedudukan yang dituju dan kembali ketempat kedudukan semula

Dalam Perjalanan Dinas Jabatan sebagai mana dimaksud pada.
ayat (1) termasuk juga pejalanan yang diiakukan dalam hal :

a' Pelaksanaan Tugas dan Fungsi yang meiekat pada jabatannya
b. Mengikuti rapat, seminar dan ...1..,I".ry^
c. Datasering diluar tempat kedudukan.
d. Ditugaskan untuk menempuh ujian dinas / ujian jabatan yangdiadakan di luar kedudukan.
e. Diharuskan menghadap Majeris penguji Kesehata, pegawai

Negeri atau menghad*p 
""o...,g dokte; penguji Kesehatan yangditunjuk yang berada ditempat kedudukai, untuk mendlpatsurat keterangrrn dokter tentang kesehatarr.ry. 

-- 
*r,Kepentingan jabatan.

f' Untuk mendapat pengobatan diluar tempat kedudukan berdasarMajelis Penguji pegawai Negeri.
g- Harus memperoleh pengobatan diluar tempat kedudukanberdasarkan iurat keteraigan dokter karena mendapat cedera
. pada waktu f r.arena melaksanakan tugas.h' Ditugaskan mengikuti pendidikan dinas diluar tempatkedudukan.
i. Menjemput f mengantar

Pegawai Negeri yang
perjalanan dinas.

ketempat pemakaman jenazah pejabat /meninggal dunia dalam melakukan
Menjemput / mengantar ketempat.pemakam an jenazahr pejabat /Pegawai Negeri {.rg meninggal dunia dari teLpat kedudukanyang terakhir ke kota tempat pemakaman.

(11

(2)
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(4)

Pasal 12

(U Perjalanan Dinas pindah merupakan Perjalanan Dinas dari tempat
kedudukan yang lama ketempat kedudukan yang baru berdasa.rkan
Surat Keputusan Pindah bagi Pejabat I PNS beserta keluarga yang
sah.

Keluarga sebagaimana ayat (1) adalah suami/istri dan anak yang
masih menjadi tanggungan berdasarkan daftar gaji.

Dalam Perjalanan Dinas pindah termasuk pula dalarn perjalanan
daiam hal ini :

a. Pemulangan dari tempat kedudukan yang terakhir ketempat
hendak menetap bagi Pejabat / PNS yang diberhentikan.

b. Pemulangan Keluarga yang sah dari pNS yang pensiun dari
tempat tinggal terakhir ketempat hendak menetap atau tempat
menetap menjalani pensiun yang baru.

untuk Perjalanan Dinas pindah atas clasar permohonan sendiri
tidak diberi perjalan,rn dinas.

Pasal 13

Pejabat Negara, pimpinan dan Anggota DpRD, pejabat/pegawai
Negeri sipil dan Pegawai riciak retap,fenaga Kontrak, pengu.rf dr..,Anggota TP-PKK. di Lingkungan pemerintah KabupatJn Barito
selatan dapat meiakukan perjaranan dinas ke luar negeri.
Perjalanan dinas ke luar rregeri sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dalam rangka :

a. Kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri;
b. Pendidikan dan pelatihan;
c. Studi banding;
d. Seminar / lokakarya / konferensi;
e. Prornosi potensi daerah;
f. Kunjungan persahabatan/kebudayaanlkesenian;
g Pertemuan Internasional; danlatau
h Penandatanganan perjanjian internasional.
Perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana oimaksud pada ayat{i) dilakukan dengan sangat selektif uituk t .p..,tirrg.n yang sangattinggi dan prioritas yang berkaitan dengan plningkata, hubungan

Perjalanan dinas ke luar negeri dapat dilakukan apabilapelaksanaan tugasnya di dalam negeri tidak ada yang mendesak.

(2)

(3)

(3)

(1)

(2)

(4)
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Pelaksanaan tugas di dalam negeri yang mende';ak sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) antara lain:
a. Terjadi bencana aiam;
b. Pemilihan um\r,m anggota DPR, DPD, dan DFRD;

c. Pemilihan presiden dan rvakil presiden; dan
d. Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah.

I{asil-hasil perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) secara konkrit dapat dimanfaatkan bagi peningkatan
kinerja Pemerintah, pemerintah daerah dan kepentingan daerah.

BAB V

PERJALANAN DINAS LUAR NBGERI

Pasal 14

Pejabat / pegaurai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1)
dalam melakukan perjalanan dinas ke luar negeri harus memiliki
dokumen administrasi perjalaran dinas ke luar negeri.

Dokumen administrasi perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Surat izin pemerintah ;

b. Paspor;
c. Exit permit :

d. Visa ;

e. Kerangka acuan kerja.

Selain dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada avat (2)
diperlukan dokumen lainnya daiaChal kegiatan.
Ke_rjasama pemerintah daerah dengan pihak iuar negeri
sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 1i; trurur a, ditambah
dengan dokumen naskah kerjasama, surat Kuasa penuh calamrangka kerjasama, dan Surat konfirmasi perwakilan Republik
lndonesia di negara tujuan.

Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13

lli:,l?L huruf b, ditambah dengan .Jokumen surat kererangan
Deaslswa.

Promosi potensi d-aeyh sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat(2) hururf e, ditambah dengan dokumen surat konfirmasi perwakilan
Republik lndonesia di negara tujuan.
Kunjungan persahabatan/kebudayaan/kesenian sebagaimanadlmaksud daiam p_asar 13 ayat (i) huruf f, ditambah dengandokumen surat konfirmasi perwakilan Republikindonesia.
Penandatanganan perjanjian internasional sebagaimana dimaksuddalam Pasal 1s ayat [2) huruf h, ditambah dengan dorcumen naskahkeriasama, surat Kuasa penuh claram .urgk" i;rjasama, dan suratkonfirmasi perwakilan Republik indonesia ir ".g"r, tujuan.

(6)

(1)

(21

(3)

(4)

{s)

(6)

{7\

(8)
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(9) Biaya Perjaianan Dinas Luar Negeri, menggunakan satuan biayaKurs Do11ar dengan Asumsi 1 Dollar sa*a dengan Rp. 1o.ooo,-
(sepuluh ribu rupiah).

Pasal 15

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) untuk
bupati, wakil bupati, pimpinan dan anggota DpRD ka6upaien, sertapejabat/pegawai lainnya di ringkungan pemerintah kabupaten Barito
Selatan meliputi:
a. Surat pengantar permohonan Gubernur kepada Menteri Dalam

Negeri; dan
b' Dokumen administrasi perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana

riimaksud dalam pasal 74 ayat (2).

Pasal 16

{1) Pejabatlpegawai mengajukan permohonan perjaianan dinas ke luar
negeri untuk mendapat surat izin pemerintah.

(2) Perrnohonan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) memuat antaralain:
I.Iama dan Jabatan;
Nomor Induk Pegawai, bagi
Tujuan kegiatan;
Manfaat;
Kota/ negara yang dituju;
Agenda;
Waktu pelaksanaan; dan
Sumber pembiayaan.

pegawai negeri sipil;

Pasal 17

(i) Bypati mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal16 bagi Bupati, wakil Bupati, ketu-a DPRD, anggota DPRD danpejabat/pegawai kabupaten kepada Sekretaris Jenderal melaluigubernur.

(2) Gubernur mene_ruskan permohonan sebagaimana dimaksud pad.aayat (1) kepada Sekretaris Jenderal.

Pasal 18

Permintaan rekomendasi perjalanan d.inas ke luar negeri paling iambat
.1a 

(elrat beias) hari sebelum keberangkatan harus sudahdisaLpaikankepada Ivlenteri dan atau Sekretaris Jenderai

pasal 19

(1) Rekomendasi perjalanan dinas ke luar negeri bagi bupati, wakilbupati, ketua dan wakil ketua DPRD kabupaten, anggota DPRD,pejabat eselon II ditandatangani oleh sekretaris Jenderal atas namaMenteri.
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(3)
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Rekomendasi perjalanan dinas ke luar negeri bagi pejabat eselon III,
eselon IV, dan atau staf ditandatangani Kepala Pusat Admir:istrasi
Kerjasama Luar Negeri atas nama Sekretaris Jenderal.

Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan
ayat (3) digunakan sebagai pertimbangan untuk memperolel-'. tzin
Pemerintah.

Pasal 20

Perjalanan dinas ke luar negeri secara rombongan dapat dilakrrkarr lebih
dari 5 (iima) orang dalam hal:
a. Pendidikan dan pelatihan;
b. Pen-rndingan dalam rangka kerjasama dengan pihak luar negeri; dan
c. Delegasi kesenian dalarn rangka promosi potensi daerah.

Pasal 2 1

Jangka waktu pelaksanaan perjalarran dinas ke luar negeri paling lama
10 (Sepuluh) hari, kecuali untuk hal-hal yang sangat penting dan tidak
memungkinkan untuk ditinggaikan.

Pasa| 22

(1) Pejabat/pegawai yang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri
harus melapor ke perwakilan Republik Indonesia di tuar negeri untuk
mendapat pengesahan.

(2) Dalam hal wilayah tujuan perjalanan dinas ke luar negeri tidak
terdapat perwakilan Republik Indonesia, pejabat/pegawai yang
melaksanakan perjalanan dinas luar negeri harus mend.apat
pengesahan dari pejabat setempat yang berwenang.

Pasal 23

Tingkat Perjalanan Dinas pejabat Negara pimpinan dan Anggota DpRD
Pegawai Negeri sipil, pegawai Tidak retap ( prr ) dan renifa Kontrak
digolong dalam 7 (Tujuh ) tingkatan yairu :

a. Tingkat A adalah Bupati dan wakil Bupati, pimpinan DPRD danKetua TP-PKK;

b" Tingka-t B untuk pejabat Eselon iI, Anggota DPRD dan TenagaFungsional Auditor Utama;

c' Tingkat C Untuk Pejabat Eselon IlllGolongan IV / pengurus inti pKK
Kabupaten / Tenaga Ahli lTirn Ahli DPRn-xu.u.rpaten Earito Selatan,Tenaga Fungsional Auditor Madya serta pengawas pemerintah Madya;

d. Tingkat D Untuk pejabat Eseron IVl Ketua pokja / Anggota pKK
Kabupaten dan Kecamatan, Tenaga Fungsional Auditor Mud.a rlanPengawas pernerintah Muda / t<epiraDesa"/ Ketua BpD;
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c. Tingkat C Untuk Pejabat Eselon Ill/Golongan IV I Pengurus inti PKK
Kabupaten I Tenaga Ahli /Tim Ahli DPRD Kabupaten Barito Selatan,
Tenaga Fungsional Auditor Madya serta Pengawas Pemerintah Ivladya;

d. Tingkat D Untuk Pejabat Eselon IV/ Ketua Pokja / Anggotn PKK
Kabupaten dan Kecamatan, Tenaga Fungsional Auditor Muda dan
Pengawas Pemerintah Muda I Kepala Desa / Ketua BPD;

e. Tingkat E Untuk Golongaffi Tenaga Fungsional Auditor Pertama
dan Perrgawas Pemerintah Pertama;

f, TingkatzF d-Intuk PNS Golongan IIlPff lTenaga Kontrak Berijazah
SMA, D\pfoma dan Sarjana I Perangkat Desa i Anggota BPD I
Pengurus PKK Desa;

g. Tingkat G Untuk PNS Golongan I I PTT lTenaga Koni-rak berijazah
SD dan SMP.

Pasal24

Tempat tujuan Perjalanan Dinas dibagi menjadi :

1. Perjaianan Dinas Luar Daerah meliputi :

a. ibukota Negara / J;rbotabek, ibukota Provinsi 1 Kabupaten / Kota

diluar Provinsi Kalimantan Tengah.
b. Ibukota Provinsi / kabupaten I Kota. di Provinsi Kalimantan

Tengah.
2, Perjalanan Dinas daiam Daerah Meliputi :

a. Dalam Kota : Kelurahan Buntok Kota , Keiurahan Hilir Sper,

Kelurahan Jelapat, Desa Pamait dan Sababilah.
b. Diluar Kota Buntok sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal

24 angka 2 huruf a tetapi masih di wiiayah Kabupaten tsarito
Selatan

3. Perjalanan Dinas Luar Negeri Meliputi :

Ibu Kota Negara/provinsi/Negara Bagian pada Benua Asia,Amerika,
Eropa, kawasan Australia dan Afrika yang berada di iuar wilayah
Negara Kesatuan Republik lndonesia.

BAB VI

BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 25

{1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan, Perjalanan Dinas Pindah dan
Perjalanan Dinas Luar Negeri terdiri dari :

a. Biaya Transport Pegawai;
b. Biaya Transport Keluarga;
c. Biaya Pengepakan, Penggunaan dan Angkutan Barang;
d. Biaya Pemetian dan Angkutan Jenazalt;
e. Uang Harian;
f. Uang representasi.
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{4} Dalam ha1 pelaksanaan pedalanan dinas tidak menggunakan fasilitas
hotel atau tempat menginap lainnya, kepada yang bersangkutan
diberikan uang penginapan sebesar 3OYo (tiga puluh persen) dari tarif
hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksanaan
perjalanan dinas dan dibayar secara lumpsum.

Pasal 26

(1) Khusus uang Representasi sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (1)

huruf f hanya diperuntukan bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan
DPRD, Anggota DPRD dan Pejabat Setingkat Eselon II.

(2) Uang Representasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dibayar secara
Lumpsum.

(3) Uang Representasi khusus untuk Perjalanan Dinas yang meliputi :

a. Ibukota Negara / Jabotabek, Ibukota Provinsi/ Kabupaten I Kota
di luar Provinsi Kalimantan Tengah;

b. Ibukota Provinsi / Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan
Tengah;

c. Pe{aiananan Dinas Dalam Daerah Kabupaten Barito Selatan;

d. Ibu Kota Negara/provinsi/Negara Bagian pada Benua Asia,
Amei'ika, Eropa dan Afrika yang berada di luar wilayah negara
kesatuan Republik Indonesia.

{4\ uang Representasi sebagaimana tercantum dalam l"ampiran rrr
Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

uang Transport Perjalanan Dinas dibayarkan secara riil yang
diperlukan untuk :

a. Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan ke Terminal Bus/Stasiun/
Bandara/Pelabuhan keberangkatan sampai tempat tujuan.

b. carier transportasi lokal untuk Golongan A dan B, sedangkan untuk
Goiongan c, D, E, F, dan G dengan angkutan umum selama kegiatan.

c. Retribusil Pajak yang dipungut di Terminal Bus / stasiun / Band.ara
/ Pelabuhall sesuai Peraturan Daerah setempat.
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pasai 28

Pegawai Negeri sipil Gorongan I, pegawai ?idak Tetap dan TenagaI{ontrak hanya diperkenankan melaksanakan perjalanan Dinasyang sangat mendesak / tugas yang bersifat khusus atau teknis.

PTT daiam melaksanakan perjaranan Dinas hanya pengikut tanpadiberikan uang Transportasi.

Pasal 29

Pensiunan PNS sebagaimana dimaksud pada ketentuan pasal 12 ayat {3}huruf b termasuk dalam kategori tingkai pangkat/goiongan lgajiterakhiryang bersangkut selaku pNS.

Pasai 30

Biaya Pemetian Jenazah termasuk dengan segaia pengurus jenazah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran fiiperaturan Bupati ini.

Pasal 31

{1) Dalam hal Perjaianan Dinas Jabatan, uang harian diberikan :

a. untuk perjalanan Dinas yang memerlukan waktu sekurang _
kurangnya6(enam)jam;

b. Diperhitungkan menur-ut banyaknya hari yang digunakan dalam
Perjalanan Dinas tersebut;

c' Selama-iamanya 2 { Dua) hari transit menunggu pengangkutan
lanjutan dalam hal harus pindah ke sarana angkutan lain
diberikan uang harian sebagaimana tempat tujuan;

d. selama*lamanya 10 (sepuluh) hari ditempat yang bersangl<utan
mengalami sakit / rnenjalani pengobatan dalam hal pNS yang
bersangkutan sedang melaksanakan perjalanan Dinas sakit;

e. Seiama-iamanya 90 (sembilan puiuh) hari dalam ha1 pegau,ai
melakukan tugas detasering;

f. selama-lamanya 7 {Tujuh} hari setelah keputusan tentang
perubahan detasering penugasan pindah;

g. Selama-lamanya 3 (tiga) hari ditempat penjernputan Jenazah
selama 3 (tiga) hari di tempat pemakaman jenazah tersebut tidak
dimakam ditempat kedudukan aimarhum / almarhumah yang
bersangkutan.
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uang harian Perjalanan Dinas pindah diberikan untuk pegawai
yang bersangkutan dan masing - masing anggota kelurgan dengan
ketentuan :

a. Selama 3 (tiga) hari seteiah tiba ditempat kedudukan yang baru;

b. selama 3 (tiga) hari di tempat keberangkatan ke luar negeri atau
dari luar negeri.

Dalam hal Perjalanan Dinas menggunakan kapal laut / sungai
untuk waktu sekurang - kurang 24 jam maka uang harian selama
u,aktu transportasi tersebut diberikan tanpa biaya penginapan dan
transport setempat.

Pasal 32

Jika ternyata jumlah hari yang sebenarnya digunakan untuk
melaksanakan perjalanan melebihi ketetapan dalam sppD semua
diluar kesalahan / kemampuan pegarx,ai yang bersangkutan,
menurut pertimbangan pejabat yang berwenang dapat diberikan
tambahan uang harian untuk jumlah yang berlebih.

(3)

(1)

(2)

(s)

ketentuan pasal 31 ayat (1)
huruf a dan b.

harian sebagaimana dimaksud pad.a
huruf d, e , f dan g clan pasal 31 ayat (2)

(4)

Jika dalam keadaan iuar biasa diluar kesalahan f keo,ampuan
pegawai yang bersangkutan, jumlah hari menunggu sambungan
dengan alat angkutan la.in kemudian ternyata lebih 2 ( dua ) haridimaksud pada ketentuan pasal 31 ayat (1) huruf c maka
pertimbangan pejabat yang berwenang dapat memberikan uang
harian.

Jika kemudian ternyata jumiah hari yang sebenarnya digunakan
untuk melaksanakan perjalanan Dinas kurang dari yang diietapkan
dalam SPPD semula maka kerebihan uang haria., yang diterima
pejabat / PNS yang bersangkutan harus disetor kembali.

Penyetoran kembaii uang harian sebagaimana dimaksud pad.a ayat(4) tidak berlaku untuk hal hal sebagimana dimaksud pad.aketentuan pasal 31 ayat (1) huruf d dan huruf g serta ketentuan
Pasal 31 ayat {2) huruf a dan b.

Pasal 33
Lanta waktu perjalanan dinas luar daerah ke :

a. lbukota negaraf _jabotabek/ lbukota provinsi/ Kabupate n/ Kotadiluar provinsi Karimantan Tengah paring 1a*" s-iiilil h;;i pi,,

(s)

(1)



(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(s)

2A

b. lbukota Provinsi,Kabupaten /kota di provinsi Kalimantan Tengah
paling lama 4 (empat) hari pp.

Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke kecamatanlKelurahan/Desa di
luar kota Buntok paling lama 3 (tiga) hari pp.

Larna waktu perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) dan
ayat (21 dikecualikan untuk kegiatan yang menurut jadwalnya
melebihi dari hitungan jumiah hari yang ditentukan

Pasal 34

Sopir PNS,rrr dan Tenaga Kontrak dapat diberikan perjalanan
Dinas harian dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Sopir PNS Golongan I dan Golongan 1l (tidak termasuk Golongan
ril);

b. sopir PTT bagi berijazasah sD, sMp dan sMA (Tidak termasuk
berijazah diploma dan sarjana);

c. Tugas sopir tidak bersifat rutin / diluar tugas pokok.

Sopir PNS ,PTT dan Tenaga Kontrak sebagaimana pada a),at (1)
huruf c yang melaksanakan tugas untuk melayani tamu, rnen-gantar
dan atau menjemput pejabat /pNS dari dan .i"r, dalam kota feluar
daerah atau menggunakan kendaraan dinas milik pemerintah
Daerah.

sopir PNS ,PTT dan Tenaga Kontrak yang melaksanakan tugas
melayani tamu, mengantar dan menjempuf ee;abat / pNS dalam
daera,h / kota dari dan ke Bandara atau Terminal diterikan uang
harian.

Surat Perintah Perjaianan Dinas Sopir dibuat tersendiri oleh pejabat
yang memberi perintah.

Satuan biaya Perjalanan Dinas sopir yang berstatus pNS, rtntukpenginapan menggunakan biaya riii i"t cost) sebagaimana
tercantum dalam La.mpiran vperaturan Bupati ini,

Pasal 35

(1) Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah, Luar Daerah dan Luar
Negeri terdiri dari :

a. Uang Harian;
b. Biaya Penginapan;
c. Biaya Transport;
d. Uang Representasi;
e. Biaya Serva Kendaraan dalam kota untuk Bupati, wakil Bupati,

Pimpinan DPRD, pejabat Eselon II dan Ketua Tp-pKK;f. Biaya Sewa Kendaraan untuk perjalanan Dinas Dalam Daerah;
g. Biaya penjemput / Mengantar Jenazah.
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{2) Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf d
hanya diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan
Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II.

(3) Biaya Transport sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c terdiri
atas :

a. Biaya Perjaianan Dinas dari tempat kedudukan sampai tempat
tujuan keberangkatan dan kepuiangan;

b. Retribusi yang dipungut di terminal bus / stasion I bandata I
pelabuhan keberangkatan dan kedatangan;

c. Biaya retribusi ambulan dari RSUD Jaraga Sasameh sampai
rurnah sakit rujukan untuk pelaksanaan perjalanan dinas
berobat;

d. Uang Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah diberikan untuk biaya
perjalanan taksi dari tempat kedudukan menuju bandara I
stasiun / pelabuhan / terminal sampai ke hotel / penginapan I
kantor di tempat tujuan dan sebaiiknya termasuk sewa
kendaraan dalam kota.

(4) Perjalanan Dinas Dalam Daerah dengan menggunakan sewa
kendaraan dapat diberikan kepada :

a. Bupati / Wakil Bupati / Pimpinan DPRD, Ketua PT-PKK dan
Sekretaris Daerah;

b. Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II dengan peserta paling
sedikit 2 (dua) orang; dan

c. Pejabat Eselon III ke bawah dengan peserta paling sedikit 3 (tiga)
orang.

(5) Perjalanan Dinas dalam daerah yang rnenggunakan kendaraan
dinas diberikan biaya bahan bakar minyak yang
pertanggungjawabannya dengan bukti pembelian pada SPBU atau
agen / kios penjualan minyak.

(6) Untuk biaya perjalanan dinas dalam kota diberikan biaya transoprt
kegiatan dalam kota secara Lumpsum dengan melampirkan spr
yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

{7) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (i) huruf b
merupakan biaya yang diberikan secara rill sesuai dengarr
penggolongan tingkatan perjalanan dinas dan digunakan ur_-.tuk
menginap di hotel atau ternpat penginapan lainnya.
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{8) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan
fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, biaya penginapan
sebagaimana dimaksud pada ayat (T) diberikan biaya penginapan
sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarip pinginapan sesui standar
penggolongan dan dibayarkan secara Lumpsum

(9) Biaya sewa kendaraan / transportasi l,ang pelaksanaan
kegiatannya memerlukan transportasi khusus karer.-a tidak ada
trer.nsportasi umum, maka diperbolehkan carter/sewa dengal
memperhatikarr nilai esisiensi dan efektifi tasnya.

(10) Biaya penjemputan / pengantaran jenajah sebagaimana dimaksud
ayat (U huruf g meliputi biaya bagi biaya pemetian dan biaya
angkutan jenazah.

(11) Satuan Biaya Perjalanan Dinas terdiri dari :

a. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam
tercantum dalam Lamplran W peraturan

Satuan Biaya Perjalanan
tercanturn da_lam Lamgfiran

Satuan Biaya Perjalanan
tercantum dalam l*mplro;n

Daerah sebagaimana
Bupati ini.

Daerah sebagatmana
Bupati ini.

b.

C.

Dinas Luar
I|If Peraturan

Dinas Luar Negeri sebagaimana
WII PeraLuran Bupati ini.

Pasal 36

Fasilitas Transportasi bagi Pejabat Negara, pimpinan can Anggota DpRD
dan Keluarga dan Pasilitas Transportasi bagi pegawai dan Keluarga
sebagaimana tercantum daiam L,amptrdn lXpera.ruran Bupati ini.

Pasal 37

satuan Biaya uang Penginapan perjalanan Dinas Dalam Daerah dan
Luar Daerah sebagaimarra, tercantum dalam Lormptran x, r-a,mtrttran xI
dan Lamplrqn XIf Peratdran Bupati ini

Pasal 38

{l) Rencana biaya Perjalanan Dinas dan Verifikasi rencanan biaya
Pedalanan Dinas diperiksa oleh Pejabat Penatausahaan Ker-rangan
( PPK ) pada SKPD masing - masing.
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(2)FormatRincianRencanaBiayaPerjaiananDinassebagaimana
tercantumdalaml.amplranXlllPeraturanBupatiini.

BAB VIi

PENGBNDALIAN PERJALANAN DINAS

Pasal 39

(1)},ejabatyangmemberikanperintahPerjalananDinasberkewajiban
untukmelakukanpengendalianSecaraselektif,frekuensidan
jumlah harinYa dibatasi'

(2) perjalanan Dinas Luar Daerah yang bersifat kunjungan kerja dan

study band.ing dilakukar, *""u.rr ="i-rt 
tif dan hanya diperkenankan

apabilaterkaitd.enganupayapeningkatanwawasandansubstansi
kebijakan daerah yang ="a""g iirumuskan oieh Pemerintah

Daerah.

(3) Pejalanan Dinas Luar Daerah untuk bimbingan teknis/Pelatihan

dalam l.,.,gt.u. peningkatan SDM lranya d.iperkenankan apabila

kegiatan diLksanakan oieh instansi Pemerintah atau lembaga Non

Pemerintahan yang bekerja sama dan f atau rekornendasi oieh

Departemen terkait.

(4) Perjalanan Dinas yarg bersifat konsultasi dan koordinasi minimal
dipimpin oleh Pejatat-setingkat Eselon IV dengan peserta maksimal
4 (empat) orang.

Pasal 4O

(1) Perjaianan Dinas yang hari pelaksanaannya kurang dari yang
ditugaskan, maka selisih pembiyaannya di setor ke kas Daerah
melalui bend.ahara Pengeluaran pada SKPD bersangkutan dengan
perhitungan sebagai berikut :

a. Uang harian dan biaya Transport Lokal di Luar daerah
diperhitungkan berdasarkan selisih hari pelaksanaan
Perjalanan Dinas ditempat I Kota tu-iuan Perjalanan Dinas;

b. Biaya Penginapan diperhitungkan berdasarkan selisih hari
pelaksanaa.n Perjaianan Dinas ditempat / Kota tujuan
Perjaianan Dinas.
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t2) Pejabat }Iegara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat / PNS dan
PIT serta Pengurus dan Anggota TP-PKK yang telah melaksanakan
Perjalanan Dinas wajib menyampaikan bukti - bukti pendukung
kepada bendahara pengeluaran SKPD berkenan dengan Perjalana-n

Dinas Luar Daerah Can atau dalam daerah yang mengunakan
transport uciara melampirkan tiket, boarding pass keberangkaban,

kedatangan transit dan atau penerbangan lanjutan non transi'-'

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 41

(1) Pejabat / PNS dan PrfT dan TP-PKK yang telah melaksanakan' 'Perjalanan Dinas harus menyampaikan laporan Perjalanan Dinas
paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak Perjalanan Dinas
selesai dilaksanakan.

(2) Pejabat/pegawai yang telah meiakukan perjalanan dinas ke luar' ' 
negeri, wajib membuat laporan tertulis hasil perjalanan dinas ke luar
ne[eri kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada
Gubernur Kalimantan Tengah.

(3) Setiap kaii meiakukan perjalanan dinas perorangan maupun
bersama-sama wajib membuat laporan tertulis kepada pejabat yang

memberikan perjalanan dinas dan tembusan kepada atasan langsung
dan tidak dilampirkan pada Surat Pertanggung Jawaban (SPJ).

(4) Pejabat/pegawai dapat melaksanakan perjalanan dinas ke luar negeri
berikutnya setelah rrrenyele saikan seluruh kewaj iban peiaporan'

BAB iX

TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 42

Pejabat / PNS dan PTT dan TP-PKK Karena kesalahan, kelalaian dan
kealpaan dalam pelaksanaan Perjalanan Dinas sehingga mengakibatkan
ker:ugian Negara/ Daerah dapat dikenakan tindakan tuntutan ganti rugi
sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
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BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Barito
Selatan Nomor 1 Tahun 2Ol3 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat
Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap, Pemberdayaan Dan
Keseiahteraan Keluarga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito
Selatan ( Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2073 Nomor 1

), Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2Al3
tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Ral<yat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai

Tidak Tetap, Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga di Lingkungan
pemerintah Kabupaten Barito Selatan ( berita daerah kabupaten barito
selatan tahun ZOI+ nomor 6 ) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 43

Ketentuan Pelaksanaan Perjaianan Dinas dalam Peraturan Bupati ini,
mulai berlaku pada tanggal 1 April 2A15

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dergan penempatannya daiam Berita Daerah
Kabupaten Barito Selatan .

Buntok
16 Peb i 20i5

TAII,

YUSBAN

Diundangkan di Buntok
Pada tanggal ^LG Pebruari 2475

DAERAH
BARITO SELATAN,

1",
%r

KRISTIANTO

Ditetapkan di

6fr
#k

6 >***-41
#elr0B_

DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2A15 NCMOR 1
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PERATURAN BUPATI BARITO SELATAIV
!- TAHUN 2ot5

16 fEgRuiRr 2015
PERJALANAN DINAS BAGI P&]ABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEJAEAT I PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAN PEGAWAI TIDAK TETAP,TENAGA KONTRAK, PENGURUS DAN ANGGOTA
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERATN KELUARGA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

KOP DINAS

SURAT PERINTAII Tuqts
Nomor:

Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor ... Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas
bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perw,akilan Rakyat Daerah,
Pegawai Negeri, Dan Pegarvai Tidak Tetap, Pengurus dan Anggota Tim Penggerak
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Di Lingkungan Pernerintahan
Kabupaten Barito Selatan.

MEMERINTAHKAN :

1. Nama
NIP
pangkat / Golongan
Jabatan

2. dst........

1. Larna penugasan
2. Meiaporkan kepada Pejabat setempat mengenai pelaksanaan tugas tersebut.
3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Pejabat yang memberikan perintah.
4. Perintah ini dilaksanakan dengan penuh tanggungiawab.
5. Apabila terdapat kekeiiruan dalam Penerbitan Surat Perintah Ttrgas ini akal

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Burtok
Tanggal ...24...

Pejabat yarrg berwenarg

--."i: -
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LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : L TAHUN2015
TANGGAL : 16 rl=Beuael 2015
TENTANG : PERJALANAN DINAS BAGI PE"IABAT NEGARA, PIMPINAN DAN

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RA}trAT DAERAH, PE"IABAT /
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP,TENAGA
KONTRAK, PENGURUS DAN ANGGOTA TIM PENGGERAK

PEMBERDAYAAN DAN KESE"IAHTERAAN KELUARGA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SEI,ATAN

KOP DINAS

SI'RAT PER.'ALAI{N{ DI$AS
Nomor : .......................-..

l. Pejabat yang memberikan Perintah

2. Nama Pegawai yang diPerintah

3. a. Pangkat dan Golongan Ruang Gaji
menurut PP Nomor 6 tahun 1997

b. Jabatan

c. Tingkat menurut Gol. Pe{alanan

b.

c.

4. Maksud Perjalanan Dinas

5. Alat angkut yang diPergur:akan

6. a. Tempat Berangkat

b. Tempat Tujuan

a. Buntok
b. ..............

7. a. Lamanya Perjalanan Dinas

b. Tanggal Berangkat

c. Tanggal Harus Kembali/tiba
ditempat baru

a.

b.

c.

8. Pengikut: Nama Tanggal
iahir

keterangan

1

9. Pembebanan Anggaran

a. Instansi

b. Mata Anggaran

a.

b.

10 Keterangan Lain - lain

Dikeluarkan di Buntok
Pada Tanggal ....... 20

Pejabat yang berwenang

NIP.
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Tiba di
Pada tanggal

Tiba di
Pada tanggal

I. SPD No. :

Berangkat Dari :

iTempat Kedudukart ) :

Pada Tanggal :

Ke:
SEKRETARIS D/iERAH/ IGPALA SKPD/

Pejabat lain yang ditunjuk,

{Nama Peiabatl
NIP

Berangkat dari
Ke
Pada Tanggal

Kepala Kepala

Pada tanggaJ
Berangkat dari
Ke
Pada Tanggal

Kepala Kepala

NIP.

Berangkat dari
Ke
Pada Tanggal

Kepala Kepala

NiP
V. Tiba Kembali di :

Pada tanggal :

Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar
dilakukan atas perintahnya dan semata - mata untuk kepentingan jabatan da-lam

rvaktu yang sesingkat - singkatnya,

SEKRETARIS DAERAH/ KEPALA SKPD/
Pejabat lain yang ditunjuk,

(Nama Pe'iabat)
NIP.

! vI. Catatan Lain - lain
PBRHATiAN
Pejabat yang berwenang menerbitkan SPD, Pegawai
Dinas, para Pejabat yang mengesahkan tanggal
bendaharawan Bertanggung javrab berdasarkan - peraturan Keuart

I

d

yang melakukan Pe4alaVan
berangkat I tiha, y'erta

"?\
i,6

Tiba di

Negara apabila Negara Men t rugi akibat ke

/ u--r/fi s€!
Yt,}SRAN
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LAMPIRAN IIi : PERATURAN BUPAT] BARITO StrLATA}I
NOMOR : !. TAHUN 2OT5
TANGGAL : {6 reeeu/e{ 2015
TENT:{NG : PERJALANAN DINAS BAGi PEJABAT NEGARA, PIMPINA}I DAN

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAI(YAT DAERAH, PEJABAT I
PEGAWAI }TEGERI SIPL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP, TENAGA
KONTRAI{, PENGURUS DAN ANGGOTA TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATBN BARiTO SELATAN

UANG REPREStrNTASI PERJALANAN DINAS BAGI PFJABAT NEGARA,
PIMPINAN DPRD, ANGGOTA DPRD DAN PEJABAT ESELON II

TAIII,

No. TEMPAT TUJUAN
Uang Representasr

/Orans /Hari
Satuan Biaya Ket.

i. Luar Negeri (Wilayah
Benua Asia, Australia,
Eropa, Afrika dan Benua
Amerika)

Bupati cian Wakil
Bupati, Ketua dan
Wakil Ketua DPRD

Rp 500.000,-

Dibayar
Secara
Lumpsum

Anggota DPRD dan
Pej:rbat Eselon II Rp 300.000,-

az. Ibukota Negara I
Jabotabek, Ibukota
Provinsi I Kabupaten

Bupati dan Wakil
Bupati, Ketua dan
Wakil Ketua DPRD

Rp 250.000,-

Anggota DPRD dan
Pejabat Eselon II Rp 150CI00,-

J. Dalam Daerah Kabupaten
Barito Seiatarl

Bupati dan Wakil
Bupati, Kelua dan
Wakil Ketua DPRD Rp. 125.000,-

Anggota DPRD
Pejabat Eselon II

darr'
i
1 Rp.75.000,-

D'rtISRATi[
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LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI BARiTO SELATAN
NOMOR : J. TAHUN20i5
TANGGAL : 16 {fBFr4Pr 2015
TENTANG : PERJALAffiN UNAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN

ANGGOTA DEWAN PERWAKiLAN RA}ffAT DAERAH, PB]ABAT I
PtrGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP, TENAGA

KONTRAK, PENGURUS DAN ANGGOTA TIM PENGGERAK

PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATBN BARITO SELATAN

BI.EYA PEMETIAI{ DAI{ ANG}TUTAH JENAZAH

Uraian Tingkat Perjalanan Dinas

Biaya
Pemetia-n

Pengangkutan

Tingkat F dan
G

1o.oo0.o0o- i 7.500.000-

Menurut Tarif yang berlaku dan alat angkut yang digunakan
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LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : I TAHUN 20 15
TANGGAL : !6 €EBRtrA€t 2015
TENTANG : PERJALANAN DINAS BAGI PUABAT NEGARA, PIMPINAN DAN

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAI(YAT DAER,A.H, PEJABAT /
PEGAWAI NEGEzu SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP, TENAGA
I(ONTRAK, PENGURUS DAN ANGGOTA TIM PEI'IGGERAK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

SATUAI{ BIAYA PER*IALAI{AN DINAS SUPIR

Biaya Penginapan dibayar Riil (at cost) hanya beriaku bagi Pegawai Negeri Sipil

Tempat Trrjuan i Satuan biaya
Tingkat Perjalanan

KET
PNS

PTT/TENAGA
KOTRAK

Kelurar Daerah i Uang harian Rp. 200.000,- Rp.175.000,-
Dibayar secara

Lumpsum
Dalam Daerah i Uung Harian Rp. lOO.OOO,- Rp. 75.000,-
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LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : I TAHUN 20 15
TANGGAL: t5 fsBsrt4Ft 2015
TENTANG : PERJALANAN DINAS BAGI PB]ABAT NEGARA, PIMPINAN DAN

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAI{YAT DAERAH, P&.iAts AT I
PEGAWAi NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TtrTAP, TENAGA
KONTRAK, PENGURUS DAN A}JGGOTA TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN DAN KESBJAHTERAAN KELUARGA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

SATUAI{ BIAYA PER,'ALAI{AIY DII{AS LUAR. DAERAH
BAGI PAIABAT T{EGARA , PIMPIT{AN DAT{ AI{GGOTA DPRD,

PF^IABAT / PI{S DAI{ PEGAEIAI TIDAI( TE:[AP, PEI{GIIRUS DAff AI{ccoTA
TIM PEI{GGERAK PEMBERDAYAAN DAIT KESE.IAHTERAAN KELUARGA

HO PROVII{SI SATUAN L'UAR
DAERATI

DIIg,AT/
BIMTEK/
KI'RSUS
SIIfGI(AT

1 ) 3 4 5
1 NANGGROE ACEH DARUSALAM OH 360.000.- 110.000,-
2 SUMATERA UTARA OH 370.OOO.- 110.OO0,
3 SUMATERA BARA? OH 380.000,- i 10.000,
4 RIAU OH 370.O00,- 110.OOO
5 KEPULAUAN RIAU OH 370.OO0.- 110.O00
6 JAMBI OH 370.000,- i 10.000,

SUMATERA SELA'TAN OH 380.000,- i 10.000,
8 BANGKA BELITUNG OH 410.000,- 120.000,
9 BENGKL'LU OH 380.000,- r.10.000,
10 LAMPUNG OH 380.O00.- 110.000
11 BANTEN OH 370.O00.- 110.000
12 D.K.I. JAKARTA OH 530.000.- 160.000
13 JAWA BARAT OH 430.000,- 130.000,
L4 JAWA TENGAH OH 370.000,- 110.000,
15 D.I YOGYAKARTA r\LI 420.OOO 130.O00,
76 JAWA TIMUR OH 410.000,- 120.O00,
l7 BALI OH 480.000, 140.000,
18 NUSA TEIYGGARA BARAT OH 440.000.- 130.000
19 NUSA TENGGARA TIMUR OH 430.000,- 130.000
20 KALIMANTAN BARAT OH 380.000,- 110.OOO
o1ZL KALIMANTAN TIMUR OH 430.OO0,- / 130.000
;2) 

^ KALIMANTAN TENGAH OH 360.000,- v 110.0O0
o KALIMANTAN SELATAN OH 380.000,- i 10.000
z+ KALIMANTAN UTARA OH 430.0O0,- 130.000,
25 SULAWESI UTARA OH 370.OOO, 110.OOO
26 GORONTALO OH 370.000, 110.OOO
27 SULAWESI BARAT OH 410.000,- 120.000,
28 SULAWESI SELATAN OH 430.000 130.000,
29 SULAWESI TENGAH OH 370.000,- 110.000,
30 SULAWESI TENGGARA OH 380.O00,- 110.000,
31 MALUKU OH 380.OOO_- 110.OOO
JZ MALUKU UTARA OH 430.0o0,- i30.ooo
33 PAPUA OH *-f,80.000,- 170.000
34 PAPUA BARAT oH,€' , .44fu00.- ./140.000
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LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATi BARITO SELATAN
NOMOR : I TAHUN2015
TANGGAL : tb fESs**r 2015
TENTANG : PERJALANAN DiNAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEJABAT I
PEGAWAi NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP, TENAGA
KONTRAK, PENGURUS DAN ANGGOTA 

"IM 
PENGGERAK

PEMBBRDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

SATUAIS BIAYA PER"'ALANAI{ DIISAS DALAITT DAEEAH
BAGI PBTABAT I{EGERI , PIMPII{AI{ DAt{ AI{G{K)TA DpnD,

PB'ABAT I PI{S DAI{ PEGAtrIAI TIDAI( TETAP, PETTGTIRI'S DAN AIIGGOTA
TIM PENGGERIIK PEMBERDAYAAI{ DAN KESE.IAHTERAAT{ I{ELUARGA

DI LIIIGKUI{GAIT PEMERIII?AII I{ABT'PATEI{ BARITO SELATAI{

r{o KDCAII{A."AI{ SATUAN DALAI}I
DAERAII DIKLAT

SATUAI{
CARTER

SPEED BOAD
(Batas

Maksirnalr
1 2 3 4 5 6

1 DUSUN SELATAN OH 360.000,- 110.000,- 1.000.000,-

2 DUSUN UTARA OH 360.000,- 110.000, 2.000.000,-

J GUh*UNG BINTANG AIMAI OH 360.OOO, 110.OOO, o.-

4 KARAU KUALA OH 360.000,- 110.000, 2.000.000,-

5 DUSUN HILIR OH 360.000,- 110.000, 3.500.000,-

6 JENAMAS OH 360.O00,- 110.O0O, 4.00o.000,-

7

Peqalarrarr l}nas Dalam
Kota I Menggunakan
SPT (I3untok Kota,
Kel.Hilir Sper, Kel.
Jelapat, Desa Pamait dan
Desa Sababilah)

OH 150.000,- 110.000,- 0,-
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LAMPIRAN VIII : PERATIJRAN EUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : !- TAHUN 2015
TANGGAL : T6 FE.BAj.A?I 2015
TENTANG : PERJALANAN DINAS BAGI PE.JABAT NEGARA, PIMPINAN DAN

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEJABAT

/ PEGAWAI NEGEzu SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP,
TENAGA KONTRAK, PENGURUS DAN ANGGOTA TIM
PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESB]AHTERAAN
KELUARGA DI LINGKUNGAN PEMEzuNTAH KABUPATEN
BARITO SELATAN

SA?UAT{ BIAYA PER-'ALAIdAI{ DIHAS LUAR ITEGERI
BAGI PE.IABAT ITEGARA , PIMPII{AN DAN AI{GGOTA DPRD, PB,'ABAT / PNS DAN

PEGAWAI TIDAK TETAP, PENGIIRUS DAI{ AI{GGOTA TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN
DA$ KES&TA}ITERAAN KELUAR,GA DI LINGKUNGAI{ PEMERTN'TA}I

I{ABUPATEI{ BARITO SELATAI{

Tempat , Satuan biaya
T\riuer

3.825.000 2.200.000
Negara Wilayah

Benua Asia,
Afrika dan
Australia

Negara Wilayah i

tsenua Amerika

Dibayar secara Riri

+.550.000
Dilrayar
Secar-a

Lumpsum

an Dinas

3.250.000 I 3.000.000
Dibayar
Secara

Lurnpsum

Negara Wilayah
Benua Eropa

4.300.000 3.600.000 I 3.250.000 I 3.000.000

Dibayar secara Riil
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LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : I TAHUN2OiS
TANGGAL : tG {eOQuAp- 2015
TENTANG : PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAI(YAT DAERAH, PzuABAT /
PEGAWAI NEGEzu SIPIL DAN PEGAWAT TIDAI{ TETAP, TENAGA
KONTRAK, PENGURUS DAN ANGGOTA TIM PENGGERAK
PEMBEPJAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

FASILITAS TRANSPORTASI BAGI PE.'ABAT I\[EG}ARA,
PIMPI}IA}I DPRD DAIT I{ELI'ARGA

FASILITAS TRAIVSPORTASI BAGI Pq'ABAT/ PBGAtrIAI DA}I I{ELUARGA

No PEJABAT NEGARA
TINGKAT

PERJALANAN
DINAS

MODA TRA NSPORTA )l

PESAWAT
UDARA

KAPAL
LAUT

KERET
A

APIIBU
S

LAINYA

1 2 J 4 5 6 n

1

Bupati, Wakil Bupati,
Pimpinan DPRD dan

Ketua TP-PKK
A Eksekutif uP/

Kelas I A
Eksekut

if
Sesuai

Kenyataan

No
ESELON, PANGKATi

GOLONGAN

TINGKAT
PERJALANAN

DINAS

MODA TRANSPORTASI

PESAWAT
UDARA

KAPAL
LAUT

KBRETA
API/BUS LAII\IYA

i 2 o
J 4 5 6 7

1
Eselon II / Anggota

DPRD B Ekonomi Keias
iB Eksekutif Sesuar

Kenyataan

n Eselon III /
Golonsan iV

r\ Ekonomi Kelas
IiA Eksekutif Sesuai

Kenvataan

-1
Eselon iV / Pengurus

TP-PKK
L) Ekonomi Kelas

iIB Ekonomi Sesuai
Kenyataar:

I
Golongan III /

Anggota TP-PKK
E Ekonomi Kelas

III B Ekonomi Sesuai
Kenvataarr

q PNS Golongan II F Ekonomi Keias
IVA Ekonomi Sesuai

Kenyataan

6 PNS Golongan I G Ekonomi Kelas
IVB Ekonomi Sesuai

i(envataan
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LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI BAzuTO SELATAN
NOMOR : 1 TAHUN 20 15

TANGGAL,J6 Egts*u, 201s
TENTANG : PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PzuABAT I
PEG.P.WAI NEGERI SIPiL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP, TENAGA
KONTRAK, PENGURUS DAN ANGGOTA TIM PENGGERAK
PEh{BERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARiTO SELATAN

SATUA!{ BIAYA UANG PEI{GIITAPAIT PER.'ALANAIT DII{AS DAIAIVI DAERAH
BAGI PF^TABAT I!rBGpRI , PrMPI$A$ DAr{ AIIGGO'IIA DI,RD,

P&IABA? / P.IIIS DAfi PEGAqIAI TIDAK TETAP, PEI{GIIRUS DAI{ ANGGOTA
TIM PET{GGERAT( PEMBERDAYAAI{ DAN I(ESF.IAHTERAAI{ I{ELUARGA

DI LINGKU}TGAI{ PEMERI!{TAII I(ABIIPATEI{ BARITO SELATAI{

NO KECAIT,IA,TAN SATUATT TINGI&r-
A

TITVGKAT
B

TINGI(AT
C

TITTGI(AT
D

TINGKAT
E

TII{GI{AT
FDAilG

i 2 3

1
DUSUN
SELATAN

OH 800.000 600.000 500.000 400.000 300.000 250.00c

2
DUSUN
UTARA OH 300.ooo 250.CIOo 200.ooo 150.000 150.000 is0.ooo

4
J

GUNUNG
BINTANG
AWAI

CH 300.000 250.000 200.000 150.000 150.000 150.000

4 KARAU KUALA OH 300.ooo 250.000 200.000 150.O00 150.000 150.000

q DUSUN HILIR OH 300.000 250.000 200.ooo 150.OOO 150.000 150.000

6 JENAMAS OH 300. 250.000 200.000 150.000 150.000 150.000
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LAMPIRAN XI : PERAI.URAN BUPATI BAzuTO SELATAN

i\OlAOn : !' TAHUN 20i5

itXfm ; i?ffoi$^1 qfillJ*Gr pErABAr 
-NEGARA' 

PIMPINAN DAN

ANGGoTADEWANppnwnxiiaNnaITATDAERAH,PEJABAT/
PEGAWAINEGERIsTpII'paNprcnwalTIDAKTETAP,TENAGA
KONTRAK, PENGUnuj 

-ijar ANGGOTA TIM PENGGERAK

PEMBERDAYAAN OiW 
"... 

KESEJAHTERAAN KELUARGA

DiLINGKUNGANpgI',IpRINteHxeeuPATENBARITOSELATAN

SATI,NIBIAYAUAI{GPEI{GINAPAI{PEzuALAI{AI{DIIIASLUARDAERAH
rieieu inovtnsr r<lLrr'[AltrAn TEI{GAH}

BAcI PE ABAT NEGERT ' rn'rirrex DAilar{GcrorA DPRD'

pBrABAr / p*s ffi-pieew^El tipiiiisTAP, PENGLRU' DAl{ AI{GG.rA

TIM pEt{cGERAI( PE!ilBERDtvaeil peX I{ESF^IAI{TERAAI{ HELUARGA

DILINGKUIIGAI{PEMERINTAIIKAEIIPATENBARIToSELATAI{

TII{GI(AT
B

TII'TGI{AT
c

TIHGI{AT
FDANG

NO
I{ABUPATENI

I{OTA
SATUAN

TINGKAT
A

TI}IGITAT
D

TINGI(A'T'
E

;t*t s00.000
1 2 3

2.OO0.ooo 1.500.0o0

600.000

1.O00.000
1 PALANGKA RAYA OH 3"OO0.ooo

500.000 400.000 350.o00
2 PULANG PISAU OH 900.000 700.000

700.000 600.000 500.000 400.000 350.000
.-t KAPUAS OH 900,000

+ BAzuTO T'IMUR OH 900.000 700.000 600.000 500.000 400.000 350.000

5 BARITO UTARA OH 900.000 700.000 600.000

700.o00

500.000 400.000 350.000

600.000 s00.000 400.000
6 MURUNG RAYA OH i.000.000 800.000

500.ooo 400.ooo 350.000
7 KATINGAN OH 900.000 700.000

I

600.000

e KOTAWARINGIN
TIMUR

OH 1.000.000 800.00c 700.000 600.000 500.000 400.000

9 SERTryAN OH 1.000.000 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000

lo KOTAWAzuFIGiN
RARAT

OH i.900.000 1.200.000 1.000.000 750.000 600.000 500.c00

11 SUKAMARA OH 900.000 700.000 600.000 500.000 400.000 350.000

t2 LAMANDAU OH 900.o00 700.ooo 600.o00 500.000 400.000 350.000

113
i

GUNUNG MAS OH 900.000 700.o00 600.00c soo.000 400.0o0 350.OOO
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LAMPIRAN XII : PER.A^TURAN BUPATI BAzuTO SELATAN
NOMOR : J. TAHUN 2015
TANGGAL : !6 TEaRu4Pl 2015
TENTANG : PERJALANAN DINAS BAGI PF^]ABAT NEGARA' PIMPINAI'I DAN

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PE']AtsAT I
PEGAWAINEGERISIPILDANPEGAWAITIDAKTETAP,TENAGA
KONTRAK, PENGURUS DAN ANGGOTA TIM PENGGERAK

PEMBERDAYAANDANKESEJAHTERAANKELUARGA
DI LINGKUNGAN PEMEzuNTAH KABUPATEN BARITO SELATAN'

SATUAN BIAYA UAITG PE$GINAPAIT PERJATANA$ DII{AS LUAR DAERAH

{LUAR PRO\rIHST I{ALIMANTAIT TENGAH}

BAGI PF^IABAT NEGERI , PIMPII{AI{ DAI{ AilGGOT.A DPND'

PE-IABAT / PNS DAN PEGAUTAI TIDAIT TETAP, PENGURUS DAN AI{GGOTA

TIMPENGGERAKPEMBERDAYAAITDANKESF^IAHTERAAITI(ELUARGA
DI LII{GKI'NGAI{ PEMERTT{TAII I(ABI'PATEN BARITO SELATAN

1l{o PI{OIrIHSI SATUA}I
TIT{GKAT

A
TIilGI(AT

B
?II{CXAT

c
?IITGI{AT

D
TII{GKAT

E
TII{GI(AT
F DAI{ G

1 2
t

370.000
1

NANGGROE ACBH
DARUSALAM

OH 4.420.0o0 r.soo.ooo 
!

1.080.000 5'i0.0oo 4i0.000

2 SUMATBRA UTARA OH 4.960.000 1.214.00c 700.000 s 35.00c 4UU.UUU J IU.UUU

4.240.000 1. r55.000 880.000 s00.000 400.000 370.000
.) SUMATBRA BARAT OH

4 RIAU OH 3.815.000 1.160.000 865.000 500.000 400.000 380.O00

5 KEPULAUAN RIAU OH 4.275.00 1.285.000 6s0.000 500.o00 400.000 300.000

6 JAMBI OH 4.000.000 1.175.000 695.O00 400.000 350.000

7 SUMATBRA SELATAN L.,I-1 4.240.000 i . 155.000 880.000 475.000 400.000 360.000

B RANGi(A BELITUNG OH 3.335.000 1.310.000 850.000 530.000 420.ooo J05.000

I BENGKULU OH 1.300.ooc 790.000 710.O0i s99.OO0 so0.000 450.000

10 I.AMPUNC OH 3S60.000 r290.000 790.00c so0.o00 400.000 350.000

11 BANTtrN OH 3.800.000 1.430.000 1.020.00c 750.000 s50.c00 400.000

1n D.K.1. JAKARTA OH 7.500.000 2.soo.000 r.s00.0001 1.100.000 650.000 500.o00

1'{ JAWA BARAT OH 3.650.000 1.7so.o00 945.O00 600.o00 500.000 400.000

t4 JAWA TEITIGAII OH 4.145.000 1.475.000 1.020.000 550.000 470.000 350.OO0

15 D,i YOGYAKARTA oll 4.620.000 1.330.000 745.000 600.000 500.000 420.000

16 JAWA T]il{UR OH 4.400.000 r.350.O00 840.000 550.000 450.000 400.000

lt BALl OH 4.880.000 t.810.000 r.300.000 900.000 650.000 500.000

IB NUSA TENGGARA BARAT OH 3.425.000 2.730.000 800.000 600,000 550.000 3AO.UUU

19 NUSA TENGGARA TIMUR oll 3,O00.000 1.000.000 700.000 600.000 so0.000 400.000

2A XALIMANTAN BARAT OH 2.400.000 1. 130.00c 860.000 s00.000 400.000 360.000

21 KALIMANTAN TIIUUR OH 4.000.000 3.000.o00 1"s90.o00 700.o00 550.O00 450.o00

oa KAL1MANTAN SELATAN OH 4.250.000 r..670.000 815.000 600.000 500.000 400.000

IiAI iM ANTAN I iTARA OH 4.000.000 3.000.000 r.590.000 ?00.000 s50,000 450.000

24 SULAWESI UTARA OH 3.200.000 1.sso.000 650.000 540.000 450.000 350.000

25 GORONTALO OH t.320.O00 i.230.000 9i0.000 550.000 420.000 350.000

26 SULAWESI BARAT OH i.260.000 1.030.000 9to.o00 s50.000 400.o00 350.OOO

27 SULA1VESI SBLATAN OH

OH

4.820.000 i.910,000 960.000 600.o0u I+UU.UUU

2,030.000 i.290.000 890.000 560.000 4q0.000 380.000
2A SULAWESI TENGAH

29 SlII,AWESI TENGGARA OH 1.850.00c 1.O70.00c 800.000 so0.000 400.oo0 350.000

30 MAIUKU OH 3.000.000 r.030.000 680.O00 470.ooo 420.000 380.O00

JI MALUKU UTAEA OH 3.1i0.000 r.510.000 650.000 500.000 400.000 350.000

PAPUA OH 2_850.000 r.665.000 750.000 500.000 460.00c 400.000

JJ PAPUA BARAT OLI I z.;'so.ooo
I

1.4&&ffi€ :*-v:87,5-.00O 7S0-000 580/00u 500.000

r-A

TW^"'
\- q, {i ':

' !a;::i--! i ;-..,.
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LAMPIRAN XIII : PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 1 TAHUN2015
TANGGAL : lG lB8,quplil 2015

TENTANG : PERJAIENAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA' PIMPINAN DAN

ANGGOTA DEWAN PNN*NruLAN RAKYAT DAERAH' PEJABAT /

PEGAWAINEGERISIPILDANPEGAWAITIDAKTETAP,TENAGA
KONTR;K,- 

-PENGURUS DAN ANGGOTA TIM PENGGERAK

PEMBERDAYAANDA}IKESEJAHTERAANKELUARGA
oiT,TNGTuNGANPEMERINTAHKABUPATENBAzuToSELATAN

KOP DJNAS

RINCIAI{ BIAYA PEzuALAI{AIT DII{AS

Lampiran SPPD Nomor
Tanggal :

Rincian BiaYa

Biaya
Penginapan

Jumlah

Di.tetapkan sejumlah :

Uang Muka Perjalanan Dinas :

Bisa KurangbaYar lLebih baYar :

Dibayar uang sejumlah PenetaPan
Rp. .......

Bendahara,

(.......)
NIP. ........

Mengetahui :

Penguna Anggaranl
Kuasa Pengguna Anggaran,

Te'ah diperiksa
PPK-SKPD,

,,..)

NIP .......

Buntok,
Diterima Uarg sejumiah Penetapan

Yang Menerima,

Rp.

Rp.
Rp.
Rp.

1.I
l.'..

NIP.

Nama i NIP

2. 1............ ....


